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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sampai pembahasan

dalam penulisan tesis ini, maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Penggunakan politik identitas masih terjadi pada pemilihan umum kepala
daerah serentak di berbagai daerah di Indonesia, dan yang paling jelas
dapat dilihat dalam pelaksanakan pemilukada serentak di DKI Jakarta
tahun 2017 dan di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Kabupaten
Sleman, Bantul, dan Gunungkidul pada tahun 2020. Penggunakan Politik
Identitas dengan sentimen agama dan etnis dalam pelaksanakan
pemilukada serentak DKI Jakarta merupakan cara-cara yang tidak beradap,
yang mempunyai dampak buruk terhadap pelanggaran hak-hak
konstitusional warga negara, pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat
universal, dan berpotensi menimbulkan perpecahan masyarakat, serta
dapat meruntuhkan bangunan demokrasi yang dicita-citakan. Peraturan
perundang-undangan belum sepenuhnya tegas mengatur tentang
penggunakan politik identitas, dan penyelenggara pemilu yang tidak
profesional, serta penegakan hukum yang masih lemah menjadi penyebab
masih maraknya penggunakan politik identitas dalam pelaksanakan
pemilukada serentak di berbagai daerah, termasuk pelaksanaan
pemilukada serentak di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan

pada tahun 2020 di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten
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Gunungkidul masih diwarnai dengan penggunakan politik identitas untuk
menjatuhkan pasangan calon kepala daerah.

Kesadaran akan hidup bersama di dalam keberagaman sudah tumbuh dan
menjadi jiwa serta semangat anak-anak bangsa, jauh sebelum zaman
modern.  Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang
mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari
keanekaragaman, walaupun terdiri atas berbagai suku yang beranekaragam
budaya daerah, tetap satu bangsa Indonesia, memiliki bahasa dan tanah air
yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Identitas
bangsa tersebut bersatu padu dibawah falsafah serta dasar negara
Pancasila. Salah satu kepentingan fundamental bagi Indonesia yang
berstatus negara adalah penegakan dan perwujudan demokrasi. Demokrasi
membutuhkan jembatan dan pengawalan dari norma yuridis. Demokrasi
tidak bisa ditegakan dengan baik, jika norma yuridis yang mengatur dan
mengawalnya tidak berkualitas baik dan maksimal. Mewujudkan
pemilukada bebas dari politik Identitas adalah tanggung jawab setiap
warga negara, hamun yang paling utama dan mempunyai peran penting
adalah negara. Negara mempunyai tanggung jawab dalam mewujudkan
pemilukada bebas dari politik identitas yaitu : pertama, negara melalui
pemerintah dan lembaga legislatif membuat peraturan perundang-
undangan yang dapat mencegah dan menindak para pihak yang
menggunakan politik identitas dalam pelaksanaan pemilukada serentak.
Kedua, negara melalui aparat penegak hukumnya melakukan penegakan

hukum yang tegas terhadap para pihak yang masih menggunakan politik
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identitas dalam pelaksanaan pemilukada serentak. Ketiga, negara harus
aktif memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat berdasarkan
prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Indonesia sebagai negara penganut
paham demokrasi Pancasila yang berlandaskan hukum dalam
melaksanakan kedaulatanya, kenyataanya masih belum serius dalam
membuat peraturan perundang-undangan dan melakukan pencegahan serta
penindakan hukum terhadap bentuk-bentuk penggunakan politik identitas
dalam pelaksanakan pemilukada serentak. Penggunakan politik identitas
dalam pelaksanaan pemilukada serentak yang masih terjadi di berbagai
daerah adalah salah satu indikator bahwa negara masih pasif dan belum

maksimal dalam mewujudkan cita-cita demokrasi yang diharapkan.

B. Saran

Dari hasil penulisan tesis ini, tanggung jawab negara dalam mewujudkan
demokrasi bebas dari politik identitas pada pemilukada serentak, penulis

memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengevaluasi, dan
merevisi Undang-Undang tentang pemilukada serentak, diantaranya :

a. Membuat regulasi yang berkualitas tentang kelembagaan Gakkumdu,
untuk menghindari konflik kepentingan sehingga menghasilkan
penegak hukum yang independen, berintegritas, dan professional;

b. Membuat regulasi yang lebih baik tentang mekanisme rekruitmen
anggota KPUD dan Bawaslu agar menghasilkan penyelenggara pemilu

yang independen, berintegritas, dan profesional;
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c. Membuat regulasi yang mengatur video sebagai alat bukti dalam
perkara tindak pidana pemilihan, sehingga memudahkan pembuktian
dalam melakukan penegakan hukum;

d. Membuat regulasi yang mengatur bahwa penggunakan politik identitas
secara terstruktur dan massif dalam pemilukada serentak sebagai salah
satu syarat permohonan sengketa hasil pemilukada serentak di
Mahkamah Konstitusi (seperti kasus politik uang);

e. Membuat regulasi pencegahan dan sanksi yang tegas terhadap pihak-
pihak yang menggunakan isu SARA dalam pemilukada serentak.

2. Pemerintah, DPR, dan Penyelenggara pemilukada melakukan upaya
pencegahan terhadap penggunakan politik identitas dengan memberikan
pendidikan politik kepada masyarakat tentang nilai-nilai demokrasi
Pancasila.

3. Mendorong Bawaslu, Kepolisian Kejaksaan, dan lembaga peradilan agar
benar-benar bersikap tegas melakukan penegakan hukum terhadap dugaan
tindak pidana pemilukada, khususnya pihak-pihak yang menggunakan isu

SARA dalam pelaksanaan pemilukada serentak.
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